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Abstract: This article focuses on sharifah marriage with non sayyid man in village 
Patokan, Kraksaan, Probolinggo within the perspective of Imam Malik and Imam 
Shafi’i. In this village, there are two cases of marriage between sharifah and non 
sayyid. First, the marriage between sharifah and non sayyid implemented with the 
consent and approval of her guardian. Second, the marriage between sharifah and non 
sayyid conducted without the permission and consent of her guardian, the sharifah is 
married by a judge guardian. Imam Malik and Imam Shafi’i view that the sharifah 
marriage with non sayyid man which carried out on the guardian’s permission is valid. 
The marriage conducted without the consent of the sharifah’s guardian, according to 
Imam Malik, is legitimate. Meanwhile, according to Imam Shafi’i, the marriage is 
null and void for lack of willingness of the guardian. Apart from the Priest’s opinions, 
in practice, the marriage between sharifah and non sayyid is being happy. 
Abstrak: Artikel ini membahas tentang pernikahan syarifah dengan laki-
laki non sayyid di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten 
Probolinggo perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i. Di Desa Patokan 
terjadi dua pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non sayyid. 
Pertama, pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non sayyid yang 
dilaksanakan atas izin dan restu dari walinya. Kedua, pernikahan seorang 
syarifah yang dilaksanakan tanpa izin dan restu dari walinya, syarifah 
tersebut dinikahkan oleh wali hakim. Imam Malik dan Imam Syafi’i 
sepakat menyatakan bahwa pernikahan syarifah dengan laki-laki non 
sayyid yang dilaksanakan atas izin walinya adalah sah. Adapun  
pernikahan yang dilaksanakan tanpa restu wali dari syarifah, menurut 
Imam Malik pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, 
pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat kerelaan dari wali. 
Terlepas dari pendapat kedua Imam tersebut, dalam prakteknya para 
syarifah yang menikah dengan laki-laki non sayyid tetap bisa bahagia 
dalam pernikahannya. 
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Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya 
urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan 
masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena 
itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan 
sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan 
petunjuk Nabi.1 
Sebagai umat Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai 
dengan syarat dan rukun yang diatur dalam ajaran agamanya dan 
tidak juga melupakan apa yang telah diatur oleh pemerintah, arena 
rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi 
hukum.2  
Pada dasarnya semua orang ingin menikah sekali seumur 
hidup. Karena itu, setiap orang harus memilih dengan tepat 
pasangan yang akan dinikahinya.  Islam mengatur masalah 
perkawinan secara detail. Bahkan dalam hal memilih pasangan, 
Islam menganjurkan agar seseorang yang hendak menikah 
memperhatikan kesetaraan diri dan pasangannya. Hal ini disebut 
dengan kafa’ah.  
Kata kufu’ atau kafa’ah dalam perkawinan mengandung arti 
bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat 
kafa’ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang 
dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada 
laki-laki yang mengawininya.3 Para ulama menganggap penting 
adanya kafa’ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, sebab, 
kaum laki-laki –berbeda dengan kaum wanita- tidak direndahkan 
jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dirinya.4 
Sekalipun pada dasarnya kafa’ah itu sendiri bukanlah 
merupakan syarat mutlak yang harus ada ketika melangsungkan 
perkawinan, namun kafa’ah itu akan menjadi salah satu syarat 
                                                                
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 
48. 
2 Ibid, 59. 
3 Ibid, 141. 
4 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madhhab (Jakarta: Lentera, 2000), 
349-350. 
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sahnya perkawinan apabila pihak-pihak yang berhak menginginkan 
pertimbangan kafa’ah. Sebaliknya jika pihak-pihak yang berhak 
tidak menginginkan dan rela dengan keadaan calon pasangannya, 
maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.5  
Kafa’ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga 
walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak 
mengambilnya). Karena itu, jika seorang wali seperti ayah 
menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu’’, sedangkan 
keduanya (ayah dan anak) sama-sama rela, maka pernikahannya 
sah.6  
Semua Imam Madhhab jumhur sepakat akan adanya kafa’ah 
walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah 
satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah 
keturunan (nasab).  
Imam Hanafi, Imam Syafi’i, serta Imam Ahmad bin Hanbal 
menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu kriteria dalam 
kafa’ah. Sedangkan Imam Malik menyatakan bahwa ukuran kafa’ah 
hanya terdapat pada agama saja, tidak yang lain.7 
Perbedaan mereka didasarkan pada ayat al-Qur’an, hadis 
maupun khabar yang berbeda. Mereka yang menyatakan bahwa 
nasab bukanlah kriteria dalam kafa’ah dan hanya menetapkan 
persamaan akhlak dan agama dalam kafa’ah berpegang pada firman 
Allah swt: 
 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).8 
                                                                
5 Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,  Juz VII (Beirut: Dār al-
Fikr, 1989), 234. 
6Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, Mughnī al-
Muhtāj (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 270. 
7Abū ‘Abdillāh Sadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān, Rahmah al-Ummah 
fī Ikhtilāf al-A’immah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 176-177. 
8 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Syaamil Cipta 
Media, 2005) 517. 
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Ayat ini mengandung pernyataan bahwa manusia itu sama 
bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya 
kecuali karena takwanya dan kesediaannnya untuk menunaikan hak 
Allah dan hak hamba-Nya.9 
 “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 
menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya 
Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 
saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaanmu. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-
Nisa: 1).10 
Mereka juga beralasan dengan hadis Rasulullah saw: 
 “Dari Abū Nadrah, berkata kepadaku orang yang mendengarkan 
khutbah Rasulullah saw di pertengahan hari tasyriq, beliau bersabda: 
Wahai manusia! Ingatlah sesungguhnya Tuhamnu satu, dan bapakmu 
(Adam) satu, ingatlah tidak ada keutamaan bagi orang Arab 
terhadap orang Ajam, tidak pula orang Ajam terhadap orang Arab, 
tidak pula yang merah terhadap yang hitam, tidak pula yang hitam 
terhadap yang merah, kecuali yang bertakwa.” (HR. Ahmad)11 
Hadis di atas mengandung pesan kepada para wali agar 
menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan 
laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan 
akhlaknya. Jika para wali tidak berkehendak menikahkan, maka 
yang akan terjadi adalah fitnah dan kerusakan.  
Adapun  ulama yang menyatakan bahwa nasab merupakan 
salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam kafa’ah pernikahan 
berlandaskan pada hadis Rasulullah: 
 “Ar-Rabī’ berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah 
menjaga dari Quraisy Bani Hasyim, dan (Allah) menjagaku dari 
Bani Hasyim”. (HR. Al-Baihaqi) 12  
                                                                
9 H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),  18. 
10 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 77. 
11Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal, Juz V (Beirut: Dār al-
Fikr, 1995), 411. 
12 Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Alī al-Bayhaqiy, as-Sunan al-Kubrā li al-
Bayhaqiy,  Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003),  216. 
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Mereka juga beralasan dengan khabar  dari Umar bin Khattab 
ra: 
 “Dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah berkata, Umar r.a. 
berkata: Tidak seyogyanya perempuan-perempuan bangsawan 
menikah, kecuali dengan yang sekufu’.” (HR. Al-Baihaqi)13  
Dalam pandangan Imam Syafi’i, pernikahan seorang wanita 
dengan lelaki yang tidak sekufu’’ dengannya batal kecuali terdapat 
kerelaan dari wanita tersebut juga para walinya. Imam Malik juga 
menyatakan bahwa pernikahan tersebut batal.14 Meskipun 
pendapat keduanya sama dalam hal batalnya pernikahan sebab 
tidak ada kafa’ah, namun keduanya mempunyai pandangan yang 
berbeda tentang ukuran dan kriteria kafa’ah itu sendiri.  
Pernikahan seorang syarifah yang merupakan wanita 
keturunan mulia dari Rasulullah saw dengan lelaki sayyid yang juga 
merupakan keturunan Rasulullah saw tidaklah terjadi perdebatan. 
Akan tetapi pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid 
menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan 
karena sebagian ulama  menyatakan bahwa keduanya sekufu’’, 
sedangkan sebagian yang lain menyatakan keduanya tidak sekufu’. 
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan 
salah satu wilayah yang dihuni cukup banyak warga keturunan 
Arab termasuk dari kalangan sayyid dan syarifah. Mayoritas 
keturunan Arab di daerah Kecamatan Kraksaan tinggal di Desa 
Patokan. Mereka relatif menjaga tradisi mereka dengan kuat, salah 
satunya dalam hal memilih pasangan. Mereka cenderung menikah 
dengan sesama keturunan Arab. Namun tidak jarang lelaki dari 
keturunan Arab menikah dengan wanita ‘ajami (bukan dari 
kalangan Arab). Hal ini sudah sering terjadi dan tidak ada 
perdebatan akan masalah hukumnya. Akan tetapi jika seorang 
wanita Arab (khususnya syarifah) menikah dengan laki-laki non 
sayyid, akan timbul banyak perdebatan dan juga pertentangan.  
                                                                
13 Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Alī al-Bayhaqiy, as-Sunan al-Kubrā li al-
Bayhaqiy,  Juz VII, 215. 
14Abū ‘Abdillāh Sadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān, Rahmah al-
Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah, 177. 
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Pada tahun 1983, seorang syarifah yang tinggal di Desa 
Patokan bernama Anis binti Idrus al-Hamid menikah dengan laki-
laki non sayyid  keturunan Madura bernama Zubaidi. Pernikahan 
tersebut tidak direstui oleh wali dari syarifah Anis. Namun meski 
belum mendapatkan restu dari wali, pernikahan tersebut tetap 
dilangsungkan meski dengan wali hakim.  
Pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non sayyid juga 
terjadi pada tahun 1988. Seorang syarifah dari marga as-Segaf 
bernama Nanik menikah dengan laki-laki non sayyid keturunan 
Jawa bernama Sudarso. Meski pada awalnya keluarga dari syarifah 
melarang mereka untuk menikah, namun akhirnya wali dan 
keluarga syarifah mengizinkan pernikahan beda etnis tersebut.  
Dua pernikahan yang terjadi antara syarifah dengan laki-laki 
non sayyid tersebut dapat menimbulkan pendapat dan implikasi 
hukum yang berbeda dalam sudut pandang Imam Malik dan Imam 
Syafi’i.  
Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa 
perlu membahas tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i 
terhadap pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid di Desa 
Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo” 
Konsep Pernikahan menurut Imam Malik 
1. Biografi Imam Malik 
Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri 
Hijaz –menurut riwayat yang masyhur- pada tahun 93 Hijriyah 
(712 Masehi). Nama beliau sejak kecil adalah Malik bin Anas 
bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahy.15  Beliau adalah seorang 
imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. 
Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul 
Malik al-Umawi dan meninggal dunia pada masa pemerintahan 
Harun al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyah.16  
Ayah Imam Malik, Anas bin Malik merupakan seorang 
tābi’iy  (seorang muslim yang hidup setelah masa  para sahabat 
                                                                
15 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab (Jakarta: Bulan Bintang, 
1990), 84. 
16Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 1991), 71. 
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Nabi). Adapun kakek beliau, Abu Amir merupakan sahabat 
Nabi.17 
Adapun nama ibu Imam Malik adalah Siti al-Aliyah binti 
Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik  al-Azadiyah. Menurut 
beberapa riwayat yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah: bahwa 
Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama kurang 
lebih dua tahun. Dan dalam satu riwayat yang lain dikatakan: 
tiga tahun.18 
Imam Malik bin Anas hidup sezaman dengan para imam 
besar lainnya seperti Imam Ja’far ash-Shadiq, Imam Layts bin 
Sa’ad (Mesir), dan Imam Abu Hanifah. Mereka saling mengenal 
satu sama lain, akan tetapi Imam Malik lebih mengenal Imam 
Ja’far ash-Shadiq dan Imam Layts daripada Imam Abu 
Hanifah.19 
Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa 
pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani 
Umaiyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa 
golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat 
Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai hukum Islam. 
Lingkungan yang sangat mendukung ini pada akhirnya 
memberikan warisan intelektual yang besar kepada Imam Malik 
di antaranya adalah hadis dan fatwa sahabat.20 
Semasa hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak 
pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyah di mana terjadi 
perselisian hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa 
itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi, dan Hindi (India) 
tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat kala itu.21 
Meski hidup dalam dua masa pemerintahan, namun 
Imam Malik merupakan seorang ulama yang bersikap netral 
(tidak berpihak) kepada para penguasa, baik mereka yang dari 
                                                                
17 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab, 84. 
18 Ibid. 
19 Abdurrahman Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh (Bandung: Pustaka 
Hidayah, 2000), 269. 
20 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madhhab  (Jakarta: Logos, 
1997), 103. 
21 Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab, 71-72. 
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Bani Umayyah maupun mereka yang dari Bani Abbasiyah. 
Beliau  tidak memuji Imam Ali bin Abi Thalib dan tidak 
mendukung haknya atas kekhalifahan karena beliau tahu benar 
bahwa memuji Imam Ali pasti membangkitkan kemarahan para 
penguasa, baik dari Bani Umayyah maupun dari Bani 
Abbasiyah. Selain itu, beliau seorang yang sangat 
mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan 
kaum muslim pada umumnya. Pada masa mudanya, beliau 
menyaksikan banyak pembantaian yang dilakukan oleh para 
penguasa terhadap orang banyak  usai pemberontakan  kaum 
Khawarij dan pemberontakan lainnya yang dipimpin oleh Imam 
Zaid bin Ali Zainal Abidin.22  
Imam Malik terdidik di Kota Madinah dalam suasana 
yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi’in, para 
Anshar, para cerdik-pandai, dan para ahli hukum agama.23 Dari 
kecil beliau belajar membaca al-Qur’an dengan lancar  di luar 
kepala, dan mempelajari pula tentang sunah. Selanjutnya setelah 
cukup dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di 
kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari 
mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip 
athar-athar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-
pendirian atau aliran-aliran mereka. Sehingga beliau pandai 
tentang semua itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka 
tentang sunah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di 
negeri Hijaz.24 
Imam Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (Imam) 
dalam hadis. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa oleh 
beliau termasuk salah satu yang terbaik dan benar karena beliau 
sangat berhati-hati dalam mengambil hadis-hadis Rasulullah. 
Beliau orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat 
serta halus dalam memilih pembawa hadis (rawi).25 Karena 
kepandaianya, Imam Malik mendapatkan banyak pujian dari 
                                                                
22 Abdurrahman Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh , 271. 
23 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab, 85. 
24 Ibid, 85-86. 
25 Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab, 76-77. 
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kalangan ulama, baik dari kalangan ulama ra’y juga dari ulama 
hadis. Beliau muktabar di kalangan keduanya.26 
Imam Malik adalah seorang yang sangat menghormati 
hadis-hadis Rasulullah saw walaupun banyak orang yang datang 
mempelajari ilmu pengetahuan berbagai macam bidang. Apabila 
beliau ditanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu 
fikih, beliau keluar dari biliknya serta memberi fatwa-fatwa atau 
jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya padanya. Tetapi 
jika pertanyaan itu berkaitan dengan hadis, beliau tidak keluar 
kecuali terlebih dahulu mandi dan memakai pakaian yang bersih 
serta memakai wangi-wangian dan memakai sorban. Ini adalah 
semata-mata dengan tujuan untuk menghormati dan 
membesarkan hadis Rasulullah saw.27 Ketika Imam Malik 
mencapai usia lanjut ketenarannya benar-benar mencapai 
puncak. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, beliau tinggal di 
rumah dan jarang keluar. Untuk mengatur kunjungan tamu-
tamunya, beliau terpaksa mengangkat seorang pengawal yang 
bertugas mengatur kunjungan orang-orang yang hendak 
bertamu dengannya. Beliau  pantang menolak kedatangan 
seseorang kepadanya. Sedangkan sahabat dan teman-temannya 
sangat banyak.28 
Adapun kitab karangan  Imam Malik adalah al-Muwatta’. 
Kitab ini disusun atas permintaan dan dorongan al-Manshur, 
khalifah pada kala itu. Dalam suatu kesempatan usai 
menunaikan ibadah haji, al-Manshur meminta Imam Malik 
supaya menulis buku tentang perundang-undangan yang berlaku 
bagi semua orang, dan ia berjanji akan mewajibkan rakyat untuk 
menaatinya. Dengan alasan yang masuk akal, pada mulanya 
Imam Malik berkeberatan. Akan tetapi, akhirnya beliau 
memenuhi permintaan al-Manshur dengan menulis himpunan 
hadis-hadis, yaitu sebuah kitab yang terkenal berjudul al-
                                                                
26 Muhammad Abū Zahrah, Mālik (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2002), 76. 
27 Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab, 77. 
28Abdurrahman Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, 301. 
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Muwatta’. Secara terminologis, al-Muwatta’ berarti al-Munqah, 
yakni hadis-hadis yang sudah diseleksi.29 
Dasar hukum yang diambil oleh Imam Malik dalam 
memberikan fatwa tentang urusan hukum-hukum keagamaan 
adalah berdasarkan kitab Allah (al-Quran) dan sunah Rasulullah 
saw atau hadis-hadis  Nabi yang telah beliau ketahui dan beliau 
anggap sah (terang).30  
Sedangkan ketika hendak memutuskan suatu hukum yang 
sepanjang penyelidikan beliau belum/tidak didapati nashnya 
yang jelas dalam al-Quran, dan belum/tidak pula didapati 
nashnya dari sunah Rasulullah saw, maka beliau mengikuti ijmā’ 
para ulama ahli Madinah. Dan apabila tidak didapati ijmā’ ulama 
ahli Madinah, maka barulah beliau mengambil dan memutuskan 
dengan jalan qiyās, memperbandingkan dari ayat al-Quran  
dan/atau dari sunah Rasulullah. Kemudian apabila tidak 
mungkin dengan jalan qiyās, tidak dapat dengan jalan 
memperbandingkan  hukum dari al-Quran dan sunah, maka 
beliau baru memutuskan dengan jalan maslahah mursalah atau 
istislāh, yakni memelihara tujuan agama dengan jalan  menolak 
kebinasaan atau menuntut kebaikan.31 
2. Rukun-Rukun Pernikahan Menurut Imam Malik 
Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah suatu 
hakikat syar’i yang tidak dapat ditemukan kecuali dengan 







                                                                
29Ibid,  271-272. 
30 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab, 123. 
31 Ibid, 123-124. 
32 ‘Abd ar-Rahmān al-Jazīriy, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhahib al-Arba’ah, Juz IV 
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 16. 
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Akad tidak bisa tercapai kecuali dengan adanya 2 orang 
‘āqid (orang yang berakad) yakni suami dan wali, adanya ma’qūd 
‘alaih yakni istri dan mahar, adanya sīghah yakni lafadz yang 
menyatakan suatu akad yang syar’i.33 
Sīghah dalam akad nikah menurut Madhhab Malikiyah 
dapat berupa lafaz yang umum dipakai seperti nikāh, tajwīj, dan 
dapat pula menggunakan selain lafaz tersebut seperti lafaz bay’, 
hibah, sadaqah, ‘atiyyah, dan semacamnya dengan syarat 
penggunaan lafaz tersebut diiringi dengan niat dan indikasi akan 
suatu pernikahan seperti penyebutan mahar, kehadiran manusia, 
pemahaman saksi terhadap maksud dalam akad (pernikahan). 
Hal ini disebabkan karena yang perlu diketahui dalam suatu 
akad adalah kehendak dari ‘āqidayn (dua orang yang berakad) 
dan tidak harus menggunakan lafaz yang muktabar. Mereka juga 
berhujjah pada ayat yang menunjukkan makna pernikahan 
dengan menggunakan lafaz hibah dan tamlīk34 berikut ini: 
 “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi 
kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan 
untuk semua orang mukmin.” (Q.S. al-Ahzāb: 50).35 
3. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Imam Malik 
Syarat adalah hal yang menentukan adanya sesuatu, tetapi 
keluar dari hakikat sesuatu tersebut.  
a. Shurūt al-in’iqād, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi 
dalam rukun-rukun akad atau dalam asasnya. Jika salah satu 
syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.36 Shurūt al-
in’iqād ada tiga, yaitu: 
1) Shurūt al-‘āqidayni (syarat-syarat dua orang yang berakad). 
a) Cakap hukum. 
b) Saling memahami perkataan masing-masing. 
2) Shurūt al-mar’ah (syarat-syarat calon mempelai wanita). 
a) Wanita yang jelas kewanitaannya. 
b) Bukan mahram dari calon mempelai pria. 
                                                                
33 Ibid. 
34 Wahbah az-Zuhayliy, Fiqh al-Islām wa Adillatuh, 51-52. 
35 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 424. 
36 Wahbah az-Zuhayliy, Fiqh al-Islām wa Adillatuh,  Juz VII, 59. 
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3) Shurūt sīghah al-‘aqd, al-ījāb wa al-qabūl (syarat-syarat 
bentuk akad, ijab kabul). 
a) Berada dalam satu majelis, jika kedua orang yang 
berakad sama-sama hadir. 
b) Kecocokan antara ijab dan kabul. 
c) Tetapnya mūjib (orang yang berijab) akan ijabnya. 
d) Berakhir pada saat itu juga.37 
b. Shurūt as-sihhāh, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi 
untuk dapat menimbulkan akibat hukum syar’i. Jika salah 
satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.38 Shurūt 
as-sihhāh ada sembilan, yaitu: 
1) Bukan mahram muaqqat (sementara). 
2) Mengekalkan akad nikah, bukan untuk sementara. 
3) Kesaksian 
4) Kerelaan dan pilihan 
5) Menentukan suami dan istri 
6) Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun 
umrah. 
7) Adanya mahar/maskawin. 
8) Tidak adanya kesepakatan yang tersembunyi. 
9) Wali.39 
4. Kafa’ah menurut Imam Malik 
Imam Malik mengakui akan adanya kafa’ah dalam 
pernikahan. Namun menurut beliau, yang menjadi ukuran 
kafa’ah hanyalah agama (ad-Dīn) saja, tidak yang lain.40 Kriteria 
ad-dīn  dalam kafa’ah menurut Imam Malik adalah yang baik 
agama serta budi pekertinya. Adapun persamaan agama sudah 
menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Karena itu, seorang 
laki-laki yang fasik tidak sekufu’ dengan perempuan yang ‘iffah.41 
                                                                
37 Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, 60-63. 
38 Ibid, 60. 
39 Ibid, 73. 
40 Abū ‘Abdillāh Sadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān, Rahmah al-
Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah,176. 
41 Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunah, Jilid II (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 212. 
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Yang dimaksud dengan ‘iffah adalah ketakwaan, kesalehan dan 
menjauhi diri dari hal-hal yang tidak halal.42 
Imam Malik tidak memasukkan nasab, kekayaan, maupun 
kemerdekaan dalam kriteria kafa’ah, karena beliau berpegang 
pada firman Allah swt:  
 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).43 
Ayat ini mengandung pernyataan bahwa manusia itu sama 
bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dari yang 
lainnya kecuali karena takwanya dan kesediaannnya untuk 
menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya.44 
Imam Malik juga berpegang pada pada hadis Nabi saw 
berikut ini:  
“Dari Abū Hātim Al-Muzannī berkata, Rasulullah saw bersabda: 
Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi 
pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan 
menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya 
Rasulullah, apakah meskipun... (cacat)”. Rasulullah menjawab, 
“apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi 
pekertinya maka nikahkanlah dia”. Beliau mengucapkan demikian 
sampai tiga kali.” (HR. At-Tirmidhi). 45 
Hadis di atas mengandung pesan kepada para wali agar 
menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan 
laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan 
akhlaknya. Jika para wali tidak berkehendak menikahkan, maka 
yang akan terjadi adalah fitnah dan kerusakan.  
                                                                
42 Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, Mughnī al-
Muhtāj, 204. 
43 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 517. 
44 H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah,  18. 
45 Abū Īsā Muhammad bin Īsā bin Sauroh, Sunan at-Tirmidhī, Juz II (Beirut: Dār 
al-Fikr, 2005), 345. 
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5. Kafa’ah Syarifah dengan Laki-Laki non Sayyid menurut 
Imam Malik 
Dalam hal nasab, Imam Malik tidak mensyaratkannya 
dalam kafa’ah. Beliau membolehkan pernikahan gadis 
keturunan Arab dengan lelaki non Arab, gadis keturunan  Bani 
Quraisy dengan lelaki yang bukan Bani Quraisy. Beliau juga 
membolehkan pernikahan orang Arab dengan bekas budak.46 
Pendapat beliau berdasarkan pada firman Allah swt: 
 “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.” (Q.S. Al-Hujurat: 
13).47 
Meski demikian, Imam Malik tetap mewajibkan adanya 
kerelaan dari wali. Sehingga meskipun kedua pihak (gadis dan 
lelaki) sama-sama beragama Islam dan berakhlak baik, namun 
jika mereka menikah tanpa wali dari gadis maka pernikahan 
tersebut batal. Akan tetapi, penguasa dapat menikahkan gadis 
itu jika walinya terbukti wali adal. Begitu pula  jika pernikahan 
tersebut tidak didasari kafa’ah, maka menurut Imam Malik 
pernikahan tersebut batal.48 Akan tetapi kerelaan gadis dalam 
pernikahan bukanlah menjadi syarat mutlak, karena hal tersebut 
lazim dilakukan terhadap seorang gadis.49 
Imam Malik pernah ditanya perihal seorang gadis yang 
tidak memiliki ayah tetapi memiliki wali yang termasuk saudara, 
paman, kakek, dan keponakan (anak dari saudara). Kemudian ia 
dinikahkan oleh sebagian wali, akan tetapi para wali yang 
lainnya mengingkari pernikahan tersebut. Beliau menjawab 
“kerabat laki-laki, anak paman (sepupu), atau tuan (bagi budak) 
boleh menikahkan gadis tersebut, sekalipun gadis tersebut dari 
kalangan bangsa Arab, namun hanya jika pernikahan tersebut 
                                                                
46 Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd 
al-Qurthubiy al-Andalusiy, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid, Juz II 
(Beirut: Dar ibn ‘Assāsah, 2005), 14. 
47 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya,, 517. 
48 Abū ‘Abdillāh Sadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān, Rahmah al-
Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah, 177. 
49 Mālik bin Anas, al-Muwatta’ (Beirut: Resalah Publishers, 2011), 406. 
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mengandung kebaikan dan keutamaan.50 Hal senada juga 
dijelaskan dalam kitab an-Nakhirah bahwa jika seorang 
perempuan Arab merelakan dirinya menikah dengan laki-laki 
yang tidak sekufu’ dengannya dalam hal nasab, sedangkan ayah 
serta wali yang lainnya melarang maka ia dapat dinikahkan oleh 
penguasa (wali hakim), dengan syarat lelaki tersebut bagus 
agama dan akhlaknya.51 
Adapun pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non 
sayyid, tentu saja Imam Malik tidak mempermasalahkannya. 
Karena menurut Imam Malik nasab bukalah ukuran dalam 
kafa’ah. Sehingga pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki 
non sayyid/sharīf tetap sah, selama wali dari syarifah tersebut 
merestuinya. 
Konsep Pernikahan menurut Imam Syafi’i 
1. Biografi Imam Syafi’i 
Imam Syafi’i dilahirkan di kota Gaza atau ada yang 
mengatakan Asqalan, sebagaiman saat dia meriwayatkan tentang 
dirinya: “Aku terlahir di Gaza dan kemudian ibu membawaku 
ke Asqalan”. Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 Hijriyah (767 
Masehi), tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat.52 Nama 
Imam Syafi’i sejak kecil ialah Muhammad bin Idris bin Abbas 
bin Utsman bin Syafi’ bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin 
Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushoy.53 
Dengan ini jelaslah bahwa beliau adalah keturunan bangsa 
Quraisy. Silsilah  beliau bertemu dengan silsilah Nabi 
Muhammad saw pada Abdu Manaf (kakek Nabi yang ketiga). 
Adapun Hasyim yang tersebut dalam silsilah beliau bukanlah 
Hasyim kakek Nabi saw.54 
                                                                
50 Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, al-Madūnah al-Kubrā, Juz II 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 105. 
51 Syihāb ad-Dīn Ahmad bin Idrīs bin ‘Abd ar-Rahmān ash-Sanhājiy al-Misriy, 
an-Nakhirah, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub, 2001), 24.  
52 Muhammad Ibrāhim al-Fayyumi, Imam Syafi’i Pelopor Fikih dan Sastra 
(Erlangga, 2008), 2. 
53 Ibn Farhūn al-Mālikiy, ad-Daibāj al-Mudhhib, Juz I (Kairo: Dār a-Turās, 2005), 
122.  
54 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab, 150. 
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Adapun nama ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin 
al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi 
Muhammad saw). berdasarkan silsilah tersebut, baik dari 
ayahnya maupun ibunya adalah bertalian rapat dengan silsilah 
yang menurunkan Nabi Muhammad saw.55 
Ketika dilahirkan oleh ibundanya, Imam Syafi’i telah 
menjadi yatim, karena telah ditinggalkan wafat oleh ayahnya. 
Kemudian setelah berusia kurang lebih dua tahun, barulah 
beliau dibawa pulang oleh ibundanya ke kota Makkah. Di 
Makkah beliau menetap di tempat kediaman ayahnya yang 
semula, dan tetap di bawah asuhan ibunya dengan penghidupan 
dan kehidupan yang sangat sederhana, dan kadang-kadang 
menderita kesulitan.56  
Meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau 
pada masa sebelum dewasanya yakni baru berusia 9 tahun, 
sudah dapat hafal al-Quran 30 juz di luar kepala dengan lancar.57 
Beliau juga menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau sangat 
tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. 
Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-
kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail kurang lebih 10 
tahun karena hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat 
istiadat mereka.58 
Imam Syafi’i mengembara dari suatu tempat ke tempat 
lain, dari negeri satu ke negeri lain untuk mempertinggi dan 
memperdalam ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah 
mengembara ke negeri Yaman ke kota Kufah, Basrah, Makkah, 
Baghdad, dan Mesir. Di antara sebab yang lain pula ialah 
dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran 
pikiran dengan ulama seperti ulama mutakallimin, ulama 
falsafah, ulama fikih, ulama hadis dapat  menambah 
pengetahuan Imam Syafi’i.59 
                                                                
55 Ibid, 150-151. 
56 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab, 152. 
57 Ibid, 152. 
58 Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab, 143. 
59 Ibid, 148. 
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Di Makkah beliau menuntut Ilmu hadis dan fikih kepada 
Muslim bin Khalid az-Zanji dan Sofyan bin Uyainah, kemudian 
berhijrah ke Madinah belajar pada Imam Malik bin Anas. 
Setelah itu Imam Syafi’i berangkat ke Yaman, di sana beliau 
berjumpa dengan para ulama diantaranya; Fakih Umar bin Abi 
Salamah dan Yahya bin Hasan kemudian menimba ilmu dari 
keduanya. Pada tahun 183 H Imam Syafi’i berangkat ke 
Baghdad, di sana beliau berjumpa dengan Faqih Madhhab 
Hanafiyah Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan belajar 
darinya. Imam Syafi’i mengumpulkan dua ilmu fikih yaitu; fikih 
Irak dari Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan fikih Hijaz dari 
Imam Malik bin Anas.60 
Imam Syafi’i banyak menyusun dan mengarang kitab-
kitab. Beliau menyusun beberapa kitab dalam beberapa bidang 
ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu usul, dan 
sastra adab dan sebagainya, diantaranya61: Ar-Risālah, al-’Umm, 
Jāmi' al-’Ilmī, Ibthāl al-Istihsān, al-Radd ‘ala Muhammad ’Ibn Hasan, 
Siyār al-’Awzā’ī, Ikhtilāf al-Hadīs, dan al-Musnad. 
Imam Syafi’i termasuk seorang Imam yang banyak 
melakukan perjalanan, sehingga tersebarlah murid-muridnya 
dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya Madhhab Syafi'i 
kepada dua versi: 
a. Qaul al-qadīm (fikih 'Iraq): pendapat Imam Syafi’i sebelum 
beliau berhijrah ke Mesir. Diantara murid-muridnya adalah: 
Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Hasan bin 
Muhammad al-Za'farani, dan Husein bin Ali al-Karobisi. 
b. Qaul al-jadīd (fikih Khurāsān): pendapat Imam Syafi’i setelah 
beliau berhijrah ke Mesir. Di antara murid-muridnya adalah: 
Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-buthi dan Ismail bin Yahya 
al-Muzni.62 
                                                                
60 Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Madhhab Syafi'i 
(Bandung: Rosda Karya, 2011), 17-21. 
61 Abdullah Mustafa al-Maraghi, Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah (Yogyakarta: 
LKPSM, 2001), 160.  
62 Harun Nasution, et al, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Depag, 1993), 173-174. 
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Adapun perbedaan di antara dua versi tersebut, fatwa-
fatwa qaul jadīd lah yang diamalkan, karena itulah yang dianggap 
sahih sebagai Madhhab Syafi'i. Namun terdapat juga qaul qadīm 
yang ditarjih (membandingkan alasan hukum yang lebih kuat) 
dan difatwakan kembali.63 
Adapun dasar-dasar Imam Syafi’i dalam memutuskan 
suatu hukum adalah sebagai berikut: 
a. al-Quran. Beliau mengambil dengan makna yang zāhir, 
kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti 
yang zāhir itu yang harus dipakai. 
b. as-Sunah. Beliau mengambil sunah atau hadis Nabi 
Muhammad saw. Beliau tidak mengharuskan hadis mutawātir 
saja, tetapi hadis āhād pun diambil dan dipergunakan pula 
untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, 
yakni selama rawi hadis itu orang yang terpercaya, kuat 
ingatan, dan bersambung langsung kepada Nabi Muhammad 
saw. 
c. Ijma’. Beliau mengambil dan menetapkan adanya ijmā’ itu 
ialah ijmā’ para sahabat. Dan jika didapat seorang dari 
sahabat Nabi yang menyalahinya, belumlah diartikan telah 
ijmā’ (sepakat). Jadi beliau mempergunakan alasan ijmā’ itu 
bilamana sudah terang tidak ada seorang pun yang 
menyalahinya, atau tidak diketahui seorang pun yang 
membantahnya. Di samping itu, beliau berpendapat bahwa 
meyakini telah terjadi persesuaian faham bagi segenap ulama 
itu tidak mungkin. 
d. Qiyās. Beliau mengambil dan mempergunakan hukum qiyās 
itu apabila sudah terang tidak didapati dalil yang terang dari 
al-Quran dan dari sunah atau hadis yang sahih dan/atau dari 
ijmā’. Penggunaan qiyās ini juga dalam keadaan yang 
memaksa. Namun, beliau tidak terburu-buru  menjatuhkan 
hukum secara qiyās, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat 
atau tidaknya hukum itu dipergunakan. 
e. Istidlal. Apabila dalam suatu urusan yang berkaitan dengan 
hukum beliau sudah tidak mendapati dalil dari al-Quran, 
                                                                
63 Ibid, 175. 
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sunah, ijma;, dan qiyās, maka barulah beliau mengambil 
dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas 
kaidah-kaidah agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi 
dan Nasrani). Namun tidak sekali-kali beliau 
mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Beliau 
juga tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, 
seperti yang biasa  dipergunakan para ulama  dari pengikut 
Imam Hanafi di Baghdad dan lainnya.64 
Imam Syafi’i –sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rabī’ bin 
Salmān- wafat pada malam jumat setelah beliau sholat maghrib, 
pada akhir bulan rajab. Kemudian dimakamkan pada hari jumat, 
pada saat itu orang-orang melihat bulan sabit sya’ban tahun 204. 
Beliau hidup selama 54 tahun.65 
2. Rukun-Rukun Pernikahan menurut Imam Syafi’i 
Imam Syafi’i dan Madhhabnya mengatakan bahwa rukun 




d. Dua orang saksi 
e. Sīghah 
Berbeda dengan Madhhab Malikiyah, sīghah dalam akad 
nikah menurut Imam Syafi’i dan juga Madhhabnya tidak dapat 
menggunakan lafaz bay’, hibah, sadaqah, dan semacamnya. Akad 
nikah bisa terwujud hanya bila menggunakan lafaz nikāh 
dan/atau tazwīj,67 sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an:  
 “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
                                                                
64 Moenawar Chalil, Biografi 4 Serangkai Imam Madhhab, 244-245. 
65 ‘Alī Jum’ah, al-Imām asy-Syāfi’iy (Kairo: Dār ar-Risālah, 2004), 58. 
66 ‘Abd ar-Rahmān al-Jazīriy, al-Fiqh ‘alā al-Madhhāhib al-Arba’ah, Juz IV, 17. 
67 Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,  Juz VII, 52. 






The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 04, Nomor 01, Juni 2014 
 
104 
Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.” 
(Q.S. an-Nūr: 32)68 
3. Syarat-Syarat Pernikahan menurut Imam Syafi’i 
Syarat adalah hal yang menentukan adanya sesuatu, tetapi 
keluar dari hakikat sesuatu tersebut.  
a. Shurūt al-in’iqād, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi 
dalam rukun-rukun akad atau dalam asasnya. Jika salah satu 
syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.69 Shurūt al-
in’iqād ada tiga, yaitu: 
1) Shurūt al-‘āqidayni (syarat-syarat dua orang yang berakad). 
a) Cakap hukum. 
b) Saling memahami perkataan masing-masing. 
2) Shurūt al-mar’ah (syarat-syarat calon mempelai wanita). 
a) Wanita yang jelas kewanitaannya. 
b) Bukan mahram dari calon mempelai pria. 
3) Shurūt sīghah al-‘aqd, al-ījāb wa al-qabūl (syarat-syarat bentuk 
akad, ijab kabul). 
a) Berada dalam satu majelis, jika kedua orang yang 
berakad sama-sama hadir. 
b) Kecocokan antara ijab dan kabul. 
c) Tetapnya mūjib (orang yang berijab) akan ijabnya. 
d) Berakhir pada saat itu juga.70 
b. Shurūt as-sihhāh, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi 
untuk dapat menimbulkan akibat hukum syar’i. Jika salah 
satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.71 Shurūt 
as-sihhāh ada sembilan, yaitu: 
1) Bukan mahram muaqqat (sementara). 
2) Mengekalkan akad nikah, bukan untuk sementara. 
3) Kesaksian. 
4) Kerelaan dan pilihan. 
5) Menentukan suami dan istri. 
                                                                
68Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 354. 
69 Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,  Juz VII, 60. 
70 Ibid, 60-63. 
71 Ibid. 
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6) Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun 
umrah. 
7) Adanya mahar/maskawin. 
8) Tidak adanya kesepakatan yang tersembunyi. 
9) Wali.72 
4. Kafa’ah Menurut Imam Syafi’i  
Dalam kitabnya al-Umm, Imam Syafi’i berkata 
“pernikahan tanpa didasari kafa’ah bukanlah hal yang haram, 
akan tetapi aku kembalikan pada kondisinya. Hanya saja 
pernikahan tanpa didasari kafa’ah tersebut merupakan cela bagi 
isteri dan juga walinya. Jika sang isteri dan walinya rela dengan 
keadaan cela tersebut, maka hal ini tidak jadi masalah.”73 
 Imam Syafi’i seperti halnya Imam Malik mengakui 
adanya kafa’ah. Namun Imam Syafi’i menetapkan ukuran 
kafa’ah dalam 5 hal, yakni agama, nasab, pekerjaan, 
kemerdekaan, dan terbebas dari aib.74 
a. Agama (ad-Dīn) 
Islam mensyaratkan persamaan agama bagi 2 orang yang 
hendak menikah. Baik itu calon suami maupun calon isteri.75 
Berdasarkan firman Allah swt: 
 “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan 
perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba 
sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik 
meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, 
sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan Allah dengan 
                                                                
72 Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,  Juz VII,  73. 
73 Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi’iy, al-Umm, Juz V (Beirut: Dār 
al-Fikr, 1990), 16. 
74 Abū ‘Abdillāh Sadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān, Rahmah al-
Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah, 176. 
75 Abu al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardiy al-Basriy, al-Hāwī 
al-Kabīr (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 101. 
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izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 
mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah: 221).” 76 
 Selain persamaan agama, yang termasuk ad-dīn 
dalam hal ini adalah ‘iffah. Maka orang yang fasik tidak 
sekufu’ dengan orang yang ‘afīf. 77 sebagaimana firman 
Allah swt: 
 “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 
perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan 
tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan 
laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-
orang mukmin.” (Q. S. an-Nūr: 3)78 
 “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasiq 
(kafir)? Mereka tidak sama.” (Q.S. as-Sajadah: 18) 79 
b. Keturunan (an-Nasab) 
Adapun nasab dalam kafa’ah merupakan pendapat yang 
muktabar. Sehingga seorang laki-laki ‘ajami tidaklah sekufu’ 
dengan perempuan Arab.80 Sebagaimana yang diriwayatkan dari 
Salman: 
  ِ “Dari Salman ra. Ia berkata, Rasulullah melarang kami untuk 
mendahului di depan kalian ataupun menikahi perempuan-perempuan 
kalian.” (HR. Al-Baihaqi)81 
c. Pekerjaan  (as-Sun’ah/al-Hirfah) 
Menurut Imam Syafi’i pekerjaan termasuk dalam kafa’ah. 
Seorang tukang tenun tidak sekufu’ dengan pedagang kain,  dan 
seorang tukang bekam tidaklah sekufu’ dengan penjual sutera. 
                                                                
76 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 35. 
77 Abu Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādiy al-Syayrāziy, al-
Muhadhdhab (Kairo: Dār at-Taufīqiyyah, ),  433. 
78 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 350. 
79Ibid, 416. 
80 Abu Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādiy al-Syayrāziy, al-
Muhadhdhab, 433. 
81 Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Alī al-Bayhaqiy, as-Sunan al-Kubrā li al-
Bayhaqiy,   217. 
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Hal ini karena pekerjaan  menenun dan membekam bisa 
merendahkan pelakunya.82 
d. Kemerdekaan (al-Hurriyah) 
Seorang budak laki-laki tidaklah sekufu’ dengan 
perempuan merdeka. 83 Berdasarkan  firman Allah swt: 
 “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah 
kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan 
seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan 
sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-
terangan. Samakah mereka itu? segala puji hanya bagi Allah, tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. an-Nahl: 75)84 
Hal ini disebabkan karena hamba sahaya dianggap lebih 
rendah dari pada orang yang merdeka. Selain itu, perbudakan 
juga menghalangi kepemilikan dan tidak bisa bertindak dengan 
sempurna karena menjadi kekuasaan tuannya. Perbudakan –
dalam hal kafa’ah- ini lebih besar kekurangannya daripada 
kriteria nasab. Sehingga seorang budak laki-laki tidak sekufu’ 
dengan perempuan yang merdeka, begitu pula sebaliknya.85 
e. Terbebas dari aib (as-Salāmah min al-‘Uyūb) 
Kriteria kafa’ah yang terakhir menurut Imam Syafi’i 
adalah selamat dari aib. Aib yang dimaksud adalah penyakit-
penyakit yang dapat menolak akad nikah yaitu gila, penyakit 
lepra, kusta (bagi laki-laki dan perempuan), pengebirian, dan 
impoten (khusus laki-laki).86 
Sekalipun pada dasarnya kafa’ah itu sendiri bukanlah 
merupakan syarat mutlak yang harus ada ketika melangsungkan 
pernikahan, namun kafa’ah itu akan menjadi salah satu syarat 
sahnya pernikahan apabila pihak-pihak yang berhak 
menginginkan pertimbangan kafa’ah. Sebaliknya jika pihak-
pihak yang berhak tidak menginginkan dan rela dengan keadaan 
                                                                
82 Abu Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādiy al-Syayrāziy, al-
Muhadhdhab, 433. 
83 Ibid,  433. 
84 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 275. 
85 Abu al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardiy al-Basriy, al-Hāwī 
al-Kabīr, 104. 
86 Ibid. 
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calon pasangannya, maka pernikahan tersebut dapat 
dilaksanakan.87  
Kafa’ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga 
walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak 
mengambilnya). Karena itu, jika seorang wali seperti ayah 
menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu’, 
sedangkan keduanya (ayah dan anak) sama-sama rela, maka 
pernikahannya sah.88 Begitu pula jika seorang wali (ayah atau 
kakek) menikahkan anak gadisnya yang masih kecil ataupun 
sudah baligh dengan laki-laki yang tidak sekufu’ tanpa 
kerelaanya, maka menurut pendapat yang azhar pernikahan 
tersebut batal. Namun menurut pendapat yang lain tetap sah, 
akan tetapi ada hak khiar bagi gadis yang sudah baligh pada saat 
itu juga dan saat telah baligh bagi gadis yang masih kecil.89 
5. Kafa’ah Syarifah dengan Laki-Laki non Sayyid menurut 
Imam Syafi’i 
Dalam hal pernikahan syarifah dengan laki-laki non 
sayyid, menurut Imam Syafi’i keduanya tidak sekufu’. Hal ini 
dikarenakan syarifah memiliki nasab yang baik, yang merupakan 
anak cucu keturunan Rasulullah dari sayyidah Fatimah dan ia 
hanya pantas menikah dengan lelaki yang juga merupakan 
keturunan Rasulullah. Sedangkan lelaki non sayyid bukan 
merupakan keturunan Rasulullah. Sehingga pernikahan 
keduanya tidak didasari dengan kafa’ah dalam hal nasab, 
berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw: 
 “Dari ‘Abdullāh bin Umar r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda: 
Orang Arab adalah kufu orang Arab, satu kabilah dengan kabilah, 
seorang dengan seorang, dan budak adalah kufu budak, satu kabilah 
                                                                
87 Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,  Juz VII, 234. 
88Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, Mughnī al-
Muhtāj (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 270. 
89 Syamsuddīn Muhammad bin Abi al-‘Abbās Ahmad bin Hamzah bin Syihāb 
ad-Dīn ar-Ramliy, Nihāyah al-Muhtāj, Jilid VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 254. 
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dengan kabilah, seorang dengan seorang, kecuali tukang tenun dan 
tukang canduk.” . (HR. Al-Baihaqi)90 
Hadis tersebut menjadi dalil bahwa orang Arab itu sama 
cocok dan sesuainya antara satu dengan yang lain. Dan 
sesungguhnya para hamba sahaya tidak sesuai dengan mereka.91 
Meski demikian, pernikahan keduanya sah apabila 
syarifah dan walinya tersebut rela dengan keadaan calon suami 
yang tidak memenuhi kriteria kafa’ah. Akan tetapi apabila 
syarifah tersebut menikah tanpa ridha dari walinya, maka 
pernikahannya batal, begitu pula sebaliknya.92 
 
Gambaran Umum Desa Patokan 
Desa Patokan adalah sebuah desa kecil yang terletak di 
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Adapun batas-
batas wilayah Desa Patokan  adalah: 
Utara : Desa Kalibuntu dan Desa Bulu 
Timur : Desa Sidomukti 
Selatan : Kelurahan Sidomukti 
Barat : Kelurahan Semampir 
Desa Patokan sebagaimana desa lain di Kecamatan Kraksaan 
beriklim tropis, yang terbagi menjadi dua  musim yakni musim 
penghujan dan musim kemarau.  
Desa Patokan berada di ketinggian 5 meter dari permukaan 
laut. Adapun luas daerah Desa Patokan adalah 301.207 Ha. Jumlah 
penduduk Desa Patokan secara keseluruhan adalah 5.260  jiwa  
Pendidikan di Desa Patokan bisa terbilang baik. banyaknya 
sarana-sarana pendidikan formal mulai dari TK sampai SMA 
                                                                
90 Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī al-Bayhaqiy, as-Sunan al-Kubrā li al-
Bayhaqiy,  Juz VII,  217. 
91 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subul al-salām, Juz III (Surabaya: al-Ikhlas, 
1995), 464. 
92 Abū ‘Abdillāh Sadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān, Rahmah al-
Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah, 177. 
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memudahkan masyarakat menimba ilmu. Hal ini terbukti dari 
banyaknya masyarakat yang berminat untuk sekolah lebih tinggi. 
Perkembangan pendidikan ini juga dialami oleh kalangan 
bangsa Arab yang tinggal di Desa Patokan. Mereka senantiasa 
mengikuti perkembangan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. 
Masyarakat Desa Patokan Kecamatan Kraksaan mayoritas 
beragama Islam, kemudian  disusul Kristen Protestan, Kristen 
Katolik, Budha, dan Hindu dengan perincian sebagai berikut:  
Meskipun masyarakat Desa Patokan Kecamatan Kraksaan 
memeluk agama yang berbeda-beda, mereka tetap hidup 
bertoleransi. Nyaris tidak pernah ada konflik antar pemeluk agama. 
Karena mayoritas masyarakat beragama muslim, maka dalam 
kehidupan sehari-hari ajaran agama Islam sangat dipegang dengan 
erat. Masyarakat Desa Patokan Kecamatan Kraksaan cukup taat 
beagama. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masid, musholla, 
taman pendidikan al-Quran, pesantren-pesantren dan kegiatan-
kegiatan yang bernafaskan Islam, seperti sarwaan (tahlilan atau 
yasinan), diba’an, khataman, pengajian muslimatan, peringatan hari-
hari besar, dan sebagainya. Masyarakat kalangan Arab juga turut 
menghidupkan kegiatan-kegiatan islami yang diadakan di Desa 
Patokan. 
Pernikahan Gadis Syarifah dengan Laki-Laki non Sayyid di 
Desa Patokan 
Dari hasil keterangan petugas Kantor Urusan Agama 
Kecamatan  Kraksaan, dalam 5 tahun terakhir ini sudah tidak 
pernah lagi ada pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non 
sayyid. Akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa 
syarifah yang menikah dengan laki-laki non sayyid, namun lebih 
banyak didominasi oleh janda syarifah. Sedangkan gadis syarifah 
yang menikah dengan laki-laki non sayyid sangat jarang sekali.93 
1. Pernikahan Syarifah Nanik binti Ahmad as-Segaf 
Syarifah Nanik binti Ahmad as-Segaf adalah salah satu 
gadis yang menikah dengan laki-laki non sayyid. Awalnya ia 
merasa gelisah jika hanya harus menunggu ada sayyid yang ingin 
                                                                
93 Rosi, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kraksaan, Wawancara, Probolinggo, 05 
Juni 2012. 
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menikahinya. Namun ia masih bersabar menunggu hingga 
berusia 26 tahun. Hingga pada suatu hari seorang laki-laki 
keturunan Jawa bernama Sudarso datang ke rumah syarifah 
Nanik. Ia menemui Habib Ahmad as-Segaf, ayah dari syarifah 
Nanik dan minta izin untuk berteman dengannya. Bermula dari 
itu, mereka menjadi lebih dekat. Sampai akhirnya Sudarso 
menyatakan kehendak untuk menikahi syarifah Nanik. 
Melihat kesungguhan dan keseriusan Sudarso, awalnya 
Habib Ahmad merestui. Akan tetapi Habib Ahmad mulai 
berubah pikiran karena terpengaruh ucapan para tetangga yang 
tidak mendukung dan menyalahkan jika seorang syarifah harus 
menikah dengan lelaki yang bukan sayyid. Akhirnya Habib 
Ahmad tidak setuju dan melarang. 
Syarifah Nanik berusaha meyakinkan Habib Ahmad agar 
dapat merestui mereka. Ia mengatakan bahwa Sudarso sudah 
memenuhi kriteria laki-laki yang dapat menjadi pasangannya. Di 
antara kriteria-kriteria yang Syarifah Nanik tetapkan adalah 
Islam, berakhlak baik, mempunyai pekerjaan, jujur, setia pada 
pasangan, dan dapat saling menerima dengan keluarga masing-
masing. Namun Habib Ahmad masih belum bergeming. 
Sementara syarifah Nanik berusaha mendapat restu, 
Habib Ahmad menghubungi pamannya, Habib Abdur Rahman 
as-Segaf yang menjadi ulama di Jakarta. Ia menceritakan 
keadaan putrinya yang ingin menikah dengan laki-laki non 
sayyid. Tanpa diduga, Habib Abdur Rahman setuju dan 
mengizinkan asal lelaki itu beragama Islam. Akhirnya Habib 
Ahmad menyetujui kehendak putrinya. Pernikahan pun 
dilangsungkan pada tahun 1988 di kediaman Habib Ahmad 
dengan dihadiri dua orang saksi dari keluarga Habib Ahmad dan 
mahar sejumlah uang tunai serta disaksikan oleh para tamu dari 
kedua keluarga tersebut. 
Syarifah Nanik mengakui pernikahannya tabu, disalahkan, 
dan bahkan ia harus menanggung malu hingga mati karena 
menikah dengan orang jawa. Namun ia yakin bisa melalui 
semua itu karena melihat kesungguhan Sudarso. 
Setelah menikah, kehidupan mereka tidak pernah 
bermasalah dengan keluarga syarifah Nanik. Namun tidak 
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demikian dengan habāib dan syarifah lainnya. Terkadang ia 
merasa minder jika berkumpul dengan sesama orang Arab dari 
marga as-Segaf. Ia merasa rendah diri dan merasa salah karena 
menikah dengan orang Jawa. Tapi ia mengembalikan semuanya 
pada takdir. Meski demikian ia bersyukur karena suaminya bisa 
membaur dengan keluarga dan para habāib. 
Syarifah yang telah dikaruniai 4 anak ini mengaku sangat 
mencintai suaminya. Ia bahkan mengatakan bahwa suaminya 
tak bisa tergantikan oleh sejuta habāib.94 
2. Pernikahan Syarifah Anis binti Idrus al-Hamid 
Lain lagi kisah yang dialami syarifah Anis binti Idrus al-
Hamid. Ia mengaku jatuh cinta pada laki-laki keturunan Madura 
bernama Zubaidi. Keduanya bermaksud untuk menikah. Akan 
tetapi ketika meminta restu pada keluarga, mereka tidak setuju. 
Syarifah dari marga al-Hamid ini mencoba meyakinkan agar 
mereka bisa mendapatkan restu keluarga.  
Melihat kesungguhan anak dan Zubaidi, sang ibu mulai 
luluh. Ia mulai mengerti keadaan putrinya. Ia bahkan meminta 
kepada Habib Idrus, suaminya agar mau menjadi wali jika 
putrinya menikah. Tapi nyatanya Habib Idrus  tetap tidak setuju 
dan menentang keputusan syarifah Anis.  
Dalam keadaan yang membingungkan karena belum juga 
mendapat restu dari Habib Idrus al-Hamid dan hasrat untuk 
menikah. Akhirnya syarifah Anis tetap memutuskan untuk 
menikah dengan Zubaidi, walau tanpa restu ayahnya. Ia 
menikah secara agama di Desa Sidomukti, kediaman Zubaidi 
dengan dihadiri dua orang saksi dari keluarga Zubaidi dan 
mahar uang tunai Rp.50.000. Adapun yang menjadi wali adalah 
wali hakim. 
Setelah menikah, ia mengakui hubungannya dengan 
keluarga mulai merenggang. Terkadang ia merasa minder ketika 
berkumpul dengan keluarga besarnya karena menikah dengan 
laki-laki non sayyid. 
                                                                
94 Syarifah Nanik as-Segaf, Wawancara, Probolinggo, 09 Juni 2012. 
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Pada tahun pertama menikah, syarifah Anis dan suaminya 
menetap di Desa Sidomukti. Tak lama berselang, mereka 
berdua memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di 
Arab Saudi untuk menopang ekonomi keluarga. Sebelum 
berangkat ke Arab Saudi, mereka mengesahkan pernikahan 
secara hukum positif dengan mengajukan Isbat Nikah di 
Pengadilan Agama Kraksaan.  
Setelah dua tahun bekerja di luar negeri, syarifah Anis 
memutuskan untuk pulang karena ia hamil, sedangkan Zubaidi 
tetap bekerja sebagai TKI. Sesampainya di Tanah Air,  ia 
kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bulu. Sejak itulah 
Habib Idrus al-Hamid mulai lunak dan menerima keadaan 
putrinya yang telah menjadi istri orang Madura.  
Tahun 1986, anak pertama mereka lahir. Setahun 
kemudian Zubaidi pulang ke Indonesia. Mereka berdua 
kemudian mengontrak di Kelurahan Semampir dan menjadi 
pekerja swasta. Sayangnya Habib Idrus al-Hamid wafat 6 tahun 
kemudian setelah sebelumnya telah merestui pernikahan 
mereka. 
Syarifah Anis menyatakan bahwa hidupnya bahagia. 
Bahkan setelah suaminya meninggal pada tahun 2010 lalu, ia 
tidak menikah lagi. Ia bertekad menjaga anak-anak dan cucu-
cucunya.95 
Pendapat Para Habāib tentang Pernikahan Syarifah dengan 
Laki-Laki non Sayyid 
Pernikahan gadis –begitu pula janda- syarifah dengan laki-
laki non sayyid merupakan hal yang tidak lazim di kalangan orang 
Arab. Sebagian besar mereka bahkan menganggap tabu hal 
tersebut karena dianggap aib.96 Meski demikian di beberapa daerah 
kerap kali terjadi pernikahan tersebut, termasuk di Desa Patokan 
Kecamatan Kraksaan. 
Menurut Habib Abidin al-Habsyi, jika seorang syarifah 
menikah dengan laki-laki yang bukan dari kalangan habāib maka ia  
akan mendapatkan tanggapan negatif. Ia akan dikucilkan oleh 
                                                                
95 Syarifah Anis al-Hamid, Wawancara, Probolinggo 7 Juni 2012. 
96 Saifullah, Wawancara, Probolinggo, 16 Juni 2012 
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keluarga dan kalangan Arab dari marganya. Ia mengaku memiliki 
saudara sepupu (syarifah) yang menikah dengan laki-laki keturunan 
Jawa. Karena ditentang keluarga, mereka menikah di Surabaya 
beberapa tahun yang lalu. Ketika ditanya keberadaan sepupunya 
itu, Habib Abidin mengatakan bahwa ia tidak tahu, seakan-akan 
syarifah  itu telah lepas dari keluarganya. 97  
Begitu pula yang disampaikan Habib Ali al-Jufri. Ia tidak 
pernah mendukung pernikahan syarifah dengan laki-laki non 
sayyid. Menurutnya, para syarifah harus menjaga agar keturunan 
mereka tetap bersambung silsilahnya pada  Sayyidah Fatimah 
dengan menikahi laki-laki dari kalangan habāib. Dengan begitu, 
keturunan dari marganya tetap terjaga.98 
Seorang syarifah dari marga al-Kaff bernama Khodijah al-
Kaff mengisahkan bahwa setelah menjanda karena ditinggal wafat 
suaminya yang juga sayyid, ia ingin menikah lagi. Namun ia tidak 
berani mengambil keputusan untuk menikah dengan laki-laki yang 
bukan dari kalangan habāib. Ia takut akan dilepaskan oleh 
keluarganya jika berani mengambil keputusan itu. Karena 
keluarganya sangat menentang pernikahan syarifah dengan non 
sayyid. 99 
Kisah yang tidak jauh berbeda diceritakan oleh Habib Hadi 
al-Muhdar. Ia mengatakan bahwa putrinya harus menikah dengan 
laki-laki sayyid. Ia bahkan tidak mempermasalahkan jika putrinya 
menjadi perawan tua, asalkan ia bisa menikah dengan lelaki sayyid 
dan tetap menjaga keturunannya agar tetap bersambung pada 
Rasulullah saw.100  
Meski sebagian besar para habāib menentang pernikahan 
syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid, ada pula yang bersikap 
lebih lunak salah satunya adalah Habib Sa’id al-Muhdar. 
Menurutnya, zaman dahulu syarifah selalu menikah dengan sayyid. 
Tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi. Zaman sudah 
berkembang dengan pesat. Ia tidak mempermasalahkan pernikahan 
                                                                
97 Habib Abidin bin Hasyim al-Habsyi, Wawancara, Probolinggo, 08 Juni 2012 
98 Habib Ali al-Jufri, Wawancara, Probolinggo, 08 Juni 2012 
99 Syarifah Khodijah al-Kaff, Wawancara, Probolinggo, 24 Juni 2012 
100 Habib Hadi al-Muhdhor, Wawancara, Probolinggo, 24 Juni 2012 
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syarifah dengan laki-laki non sayyid yang penting sama-sama 
suka.101 
Hal senada juga disampaikan oleh Habib Zain al-Kaff. 
Habib yang mempunyai anak perempuan ini tidak mengharuskan 
putrinya menikah dengan laki-laki dari kalangan habāib. Hal yang 
terpenting menurutnya adalah laki-laki tersebut harus berakhlak 
baik dan dapat membahagiakan putrinya.102 
Meski para habaib banyak yang berbeda pendapat tentang 
pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid. Pro dan kontra 
tetap ada. Akan tetapi banyak pula syarifah yang akhirnya berani 
mengambil keputusan untuk menikah dengan laki-laki non sayyid 
seiring dengan perkembangan zaman. 
Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i terhadap 
Pernikahan Syarifah Nanik as-Segaf 
Imam Malik dan Imam Syafi’i telah menjelaskan rukun-
rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. 
Demikian pula dalam hal kafa’ah antara suami dan istri. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II berdasarkan 
pendapat Imam Malik, rukun-rukun dalam pernikahan syarifah 
Nanik telah terpenuhi dengan adanya wali, mahar/maskawin, 
suami, istri, sīgah (ijab kabul). Demikian pula terpenuhinya shurūt al-
in’iqād yang meliputi shurūt al-‘aqidayni (syarat-syarat dua orang yang 
berakad), shurūt al-mar’ah (syarat-syarat calon mempelai wanita), 
shurūt sīgah al-‘aqd, al-ījāb wa al-qabūl (syarat-syarat bentuk akad, ijab 
kabul) dan juga shurūt as-. 
Dalam hal kafa’ah menurut Imam Malik, syarifah Nanik 
tetaplah sekufu’ dengan Sudarso. Meskipun keduanya berasal dari 
nasab yang menurut sebagian orang berbeda. Syarifah Nanik 
merupakan keturunan Rasulullah saw, sedangkan Sudarso hanya 
orang biasa.  
Imam Malik hanya menetapkan ad-dīn dalam ukuran kafa’ah, 
yaitu baiknya agama dan budi pekerti. Adapun persamaan agama 
sudah menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Imam Malik 
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berpegang pada hadis Nabi saw  riwayat at-Tirmīz|ī dari Abū 
Hātim sebagaimana yang terdapat di bab II. 
Dalam hadis tersebut terkandung pesan kepada para wali 
agar menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya 
dengan laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama 
dan akhlaknya. 
Adapun Sudarso telah memenuhi kriteria ad-dīn tersebut 
dalam pernikahannya dengan syarifah Nanik, karena ia merupakan 
laki-laki yang beragama baik dan berakhlak mulia. Syarifah Nanik 
adalah perempuan yang ‘afīfah, bukan perempuan fasik dan Sudarso 
sendiri pantas menikah dengan syarifah Nanik karena ia juga orang 
yang ‘afīf, tidak fasik. 
Dengan terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat, dan kriteria 
kafa’ah dalam pernikahan syarifah Nanik dan Sudarso, maka 
pernikahan tersebut sah dan telah dilaksanakan dengan tuntunan 
agama yang benar. 
Sama halnya dengan Imam Malik, menurut Imam Syafi’i 
rukun-rukun dalam pernikahan syarifah Nanik telah terpenuhi 
dengan adanya suami, istri, wali, dua orang saksi, sīgah. Demikian 
pula terpenuhinya shurūt al-in’iqād yang meliputi Shurūt al-‘aqidayni 
(syarat-syarat dua orang yang berakad), Shurūt al-mar’ah (syarat-
syarat calon mempelai wanita), Shurūt sīgah al-‘aqd, al-ījāb wa al-qabūl 
(syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul) dan juga Shurūt as-sihhah yang 
meliputi sembilan hal sebagaimana yang tercantum dalam Bab II. 
Dalam hal kafa’ah, Imam Syafi’i juga menyatakan bahwa ad-
dīn termasuk dalam ukuran kafa’ah. Adapun yang termasuk ad-dīn 
dalam hal ini adalah ‘iffah. Maka orang yang fasik tidak sekufu’ 
dengan orang yang ‘afīf (orang yang saleh) sebagaimana firman 
Allah swt dalam surah an-Nur (24) ayat 3 dan as-Sajadah (32) ayat 
18. 
Dua ayat tersebut bermakna bahwa seorang pezina hanya 
pantas menikah dengan sesama pezina atau orang yang musyrik. 
Begitu pula orang yang fasik, ia tidak sama dengan orang mukmin. 
Karena itu, orang mukmin hanya pantas menikah dengan sesama 
mukmin. 
Selain kriteria agama (ad-dīn), Imam Syafi’i juga menetapkan 
keturunan (an-nasab) sebagai ukuran kafa’ah berdasarkan hadis yang 
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diriwayatkan olah Salman. Beliau juga menetapkan pekerjaan (as-
sun’ah/al-hirfah), kemerdekaan (al-hurriyah), dan terbebas dari aib (as-
salāmah min al-‘uyūb). 
Adapun Sudarso dalam ukuran-ukuran kafa’ah yang telah 
ditetapkan Imam Syafi’i ini telah memenuhi beberapa hal. Pertama, 
ia sekufu’ dengan syarifah Nanik dalam hal agama (ad-dīn). Sudarso 
adalah muslim yang taat beragama dan berakhlak baik, seperti 
halnya syarifah Nanik. Kedua, ia sekufu’ dengan syarifah Nanik 
dalam hal pekerjaan (as-sun’ah/al-hirfah). Ketika hendak meminang 
syarifah Nanik, Sudarso adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan 
pada saat itu syarifah Nanik adalah seorang penjahit. Meskipun 
keduanya memiliki profesi yang berbeda, akan tetapi profesi 
tersebut tidak menghinakan kedua belah pihak. Ketiga, Sudarso 
sekufu’ dengan syarifah Nanik dalam hal kemerdekaan (al-hurriyah). 
Tentu saja, karena pada zaman sekarang perbudakan telah 
dihapuskan, sehingga tidak ada lagi istilah tuan dan budak. 
Keempat, Sudarso sekufu’ dalam hal terbebas dari aib (as-salāmah 
min al-‘uyūb). Sudarso bukanlah orang yang mempunyai penyakit-
penyakit yang dapat menolak terjadinya akad nikah seperti gila, 
penyakit lepra, kusta, pengebirian, dan impoten. 
Akan tetapi Sudarso tidak sekufu’ dengan syarifah Nanik 
dalam hal keturunan (an-nasab). Hal ini disebabkan karena Imam 
Syafi’i menyatakan bahwa nasab termasuk dalam ukuran kafa’ah.  
Orang Arab sekufu’’ dengan sesama orang Arab dan Bani Quraisy 
hanya sekufu’ dengan sesama Bani Quraisy, berdasarkan pada 
hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqiy dari ar-
Rabī’ dan hadis riwayat al-Bayhaqiy dari Ibnu ‘Umar, sebagaimana 
yang tercantum di bab II. 
Berdasarkan hadis-hadis tersebut, menurut Imam Syafi’i 
syarifah bukan kufu dari laki-laki yang bukan sayyid. Seorang 
syarifah hanya sekufu’ dengan laki-laki sayyid. 
Meski demikian, Imam Syafi’i juga menyatakan bahwa 
pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu’ 
dalam hal nasab tidak haram. Hanya saja pernikahan tanpa didasari 
kafa’ah tersebut merupakan cela bagi istri dan juga walinya. Jika 
sang istri dan walinya rela dengan keadaan cela tersebut, maka hal 
ini tidak jadi masalah. Menurut beliau, syarifah dapat menikah 
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dengan laki-laki non sayyid hanya jika ia dan walinya sama-sama 
rela menerima keadaan laki-laki non sayyid tersebut untuk menjadi 
suami dari seorang syarifah. Sehingga meski tidak sekufu’ dalam 
pandangan Imam Syafi’i, pernikahan tersebut tidaklah haram. 
Seperti halnya yang terjadi dalam pernikahan syarifah Nanik 
dengan Sudarso, wali dan syarifah Nanik sendiri merelakan 
keadaan Sudarso yang bukan seorang sayyid. Karena itu, meskipun 
menurut Imam Syafi’i syarifah Nanik dan Sudarso tidak sekufu’, 
namun pernikahan tersebut tetap sah karena wali dan syarifah 
sama-sama rela dengan keadaan calon suami dan dengan 
terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan 
tersebut. 
Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i terhadap 
Pernikahan Syarifah Anis al-Hamid 
Sebagaimana kasus yang telah dijelaskan pada Bab III, yakni 
syarifah Anis menikah tanpa kerelaan dari walinya karena alasan 
nasab, maka dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi’i memiliki 
perbedaan pendapat. 
Berdasarkan pendapat Imam Malik, rukun-rukun dalam 
pernikahan syarifah Anis telah terpenuhi dengan adanya wali, 
mahar/maskawin, suami, istri, sīgah (ijab kabul).  
Meskipun yang menjadi wali dari syarifah Anis ketika 
menikah adalah wali hakim, namun Imam Malik dapat 
membenarkan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena enggannya 
wali nasab dari syarifah Anis untuk menikahkan bukan dengan 
alasan yang dibenarkan dalam pandangan Imam Malik. 
Selain terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, syarat-syarat 
pernikahan pun juga terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yakni 
terpenuhinya Shurūt al-in’iqād yang meliputi Shurūt al-‘aqidayni 
(syarat-syarat dua orang yang berakad), Shurūt al-mar’ah (syarat-
syarat calon mempelai wanita), Shurūt sīgah al-‘aqd, al-ījāb wa al-qabūl 
(syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul) dan juga Shurūt as-sihhah yang 
meliputi sembilan hal sebagaimana yang tercantum dalam bab II. 
Dalam hal kafa’ah menurut Imam Malik, syarifah Anis 
tetaplah sekufu’ dengan Zubaidi. Meskipun keduanya berasal dari 
nasab yang menurut sebagian orang berbeda. Syarifah Anis 
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merupakan keturunan Rasulullah saw, sedangkan Zubaidi hanya 
orang biasa berdarah Madura.  
Karena Imam Malik hanya menetapkan ad-dīn dalam ukuran 
kafa’ah yaitu baiknya agama dan budi pekerti, maka Zubaidi telah 
memenuhi kriteria ad-dīn tersebut. Ia seorang laki-laki yang baik 
agama juga akhlaknya. Ia adalah orang ‘afīf seperti halnya syarifah 
Anis. 
Dalam hal pernikahan syarifah Anis dengan Zubaidi yang 
tidak mendapat izin dan restu dari walinya, maka menurut Imam 
Malik tindakan syarifah Anis untuk meminta wali hakim 
menikahkannya adalah sikap yang benar. Karena menurut beliau, 
jika seorang gadis syarifah hendak menikah dengan lelaki yang 
tidak sepadan dari segi nasab, sedangkan ayahnya tidak setuju maka 
ia bisa meminta penguasa (wali hakim) untuk menikahkannya. Hal 
ini disebabkan karena menurut Imam Malik, nasab tidak termasuk 
dalam kafa’ah. Seseorang tidaklah dilihat dari nasabnya, akan tetapi 
dari takwanya, sebagaimana yang tercantum di bab II halaman 26. 
Dengan terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat, dan kriteria 
kafa’ah dalam pernikahan syarifah Anis dan Zubaidi, maka 
pernikahan tersebut sah. 
Berbeda  dengan Imam Malik, menurut Imam Syafi’i rukun-
rukun dalam pernikahan syarifah Anis belum terpenuhi secara 
sempurna. Karena meski ada suami, istri, dua orang saksi, sīgah 
telah terpenuhi, namun wali dari syarifah Anis enggan menikahkan. 
Demikian pula Shurūt as-sihhah yang berjumlah sembilan  
sebagaimana yang tercantum dalam Bab II. Ketentuan akan adanya 
wali tidak terpenuhi secara sempurna. Sedangkan shurūt al-in’iqād 
yang meliputi shurūt al-‘aqidayni (syarat-syarat dua orang yang 
berakad), shurūt al-mar’ah (syarat-syarat calon mempelai wanita), 
shurūt sīgah al-‘aqd, al-ījāb wa al-qabūl (syarat-syarat bentuk akad, ijab 
kabul) telah terpenuhi. Dengan tidak sempurnanya rukun dan 
syarat dalam pandangan Imam Syafi’i, maka terdapat kecacatan 
dalam akad nikah ini.  
Dalam hal kafa’ah, Imam Syafi’i juga menyatakan bahwa ad-
dīn termasuk dalam ukuran kafa’ah. Adapun yang termasuk ad-dīn 
dalam hal ini adalah ‘iffah. Maka orang yang fasik tidak sekufu’ 
dengan orang yang ‘afīf (orang yang saleh) sebagaimana firman 
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Allah swt dalam surah an-Nur (24) ayat 3 dan as-Sajadah (32) ayat 
18. 
Selain kriteria agama (ad-dīn), Imam Syafi’i juga menetapkan 
keturunan (an-nasab) sebagai ukuran kafa’ah berdasarkan pada 
hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqiy dari ar-
Rabī’ dan hadis riwayat al-Bayhaqiy dari Ibnu ‘Umar, sebagaimana 
yang tercantum di bab II. 
Berdasarkan hadis-hadis tersebut, menurut Imam Syafi’i 
syarifah bukan kufu dari laki-laki yang bukan sayyid. Seorang 
syarifah hanya sekufu’ dengan laki-laki sayyid. 
Beliau juga menetapkan pekerjaan (as-sun’ah/al-hirfah), 
kemerdekaan (al-hurriyah), dan terbebas dari aib (as-salāmah min al-
‘uyūb) dalam kriteria kafa’ah sebagaimana yang tercantum di bab II. 
Adapun Zubaidi dalam ukuran-ukuran kafa’ah yang telah 
ditetapkan Imam Syafi’i ini telah memenuhi beberapa hal. Pertama, 
ia sekufu’ dengan syarifah Nanik dalam hal agama (ad-dīn). Zubaidi 
adalah beragama baik dan berakhlak santun, begitu pula syarifah 
Anis. Kedua, ia sekufu’ dengan syarifah Anis dalam hal pekerjaan 
(as-sun’ah/al-hirfah). Ketika hendak meminang syarifah Anis, 
Zubaidi adalah pekerja swasta dan pada saat itu syarifah Anis 
belum memiliki pekerjaan. Karena itulah kedudukan Zubaidi lebih 
tinggi dari syarifah Anis dalam kriteria kafa’ah pekerjaan (as-
sun’ah/al-hirfah). Ketiga, Zubaidi dan syarifah Nanik sekufu’ dalam 
hal kemerdekaan (al-hurriyah). Tentu saja, karena pada zaman 
sekarang perbudakan telah dihapuskan, sehingga tidak ada lagi 
istilah tuan dan budak. Keempat, Zubaidi sekufu’ dalam hal 
terbebas dari aib (as-salāmah min al-‘uyūb). Zubaidi bukanlah orang 
yang mempunyai penyakit-penyakit yang dapat menolak terjadinya 
akad nikah seperti gila, penyakit lepra, kusta, pengebirian, dan 
impoten. 
Meskipun dalam 4 kriteria kafa’ah, Zubaidi telah sekufu’ 
dengan syarifah Anis. Akan tetapi dia tidak sekufu’ dalam kriteria 
nasab. Pernikahan mereka pun tetap dilangsungkan walaupun 
tanpa izin dan rida wali dari syarifah Anis, yaitu ayahnya.  
Menurut Imam Syafi’i, jika seorang syarifah menikah dengan 
laki-laki non sayyid sedangkan ayahnya tidak setuju maka 
pernikahan tersebut batal. Begitu pula jika seorang wali (misalkan 
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ayah) menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak 
sekufu’ dengannya, maka pernikahan tersebut juga batal. Karena 
menurut Imam Syafi’i, kafa’ah merupakan hak dari perempuan dan 
walinya. Sehingga pernikahan yang tidak didasari kafa’ah bisa 
dilaksanakan hanya jika perempuan dan walinya sama-sama rela 
dengan keadaan lelaki yang tidak sekufu’ dengan perempuan 
tersebut, sebagaimana yang tercantum di bab II. 
Dalam kasus pernikahan syarifah Anis dengan Zubaidi, maka 
dari sudut pandang Imam Syafi’i pernikahan tersebut batal karena 
wali dari syarifah tidak merelakan haknya. Meski belum mendapat 
restu dari walinya, syarifah Anis tetap melangsungkan pernikahan 
tersebut, sehingga menurut sudut pandang Imam Syafi’i, 
pernikahan ini tidak sah. 
Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Arab 
mulai terbuka dan tidak terikat dengan suatu doktrin tertentu. 
Dalam hal memilih pasangan, ternyata masyarakat Arab tidak 
semuanya mengikuti Madhhab jumhur yang dianut di Indonesia, 
yaitu Madhhab Syafi’i. Masyarakat Arab, bahkan dari kalangan 
habāib  banyak pula yang mengikuti pendapat Imam Malik dalam 
hal kafa’ah. 
Penutup  
Terjadi dua pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non 
sayyid. Pertama, pernikahan seorang syarifah dari marga as-Segaf 
dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan atas izin dan restu 
dari walinya. Kedua, pernikahan seorang syarifah dari marga as-
Hamid dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan tanpa izin 
dan restu dari walinya, syarifah tersebut dinikahkan oleh wali 
hakim. 
Imam Malik dan Imam Syafi’i sepakat menyatakan bahwa 
pernikahan sayrifah dari marga as-Segaf dengan laki-laki non sayyid 
yang dilaksanakan atas izin dari walinya adalah sah. Adapun  
pernikahan syarifah dari marga al-Hamid dengan laki-laki non 
sayyid yang tidak direstui oleh wali dari syarifah, menurut Imam 
Malik pernikahan tersebut sah, sedangkan menurut Imam Syafi’i, 
pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat kerelaan dari wali. 
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